
 

 
 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  50  TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan 

kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara 

negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;  

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 

yang memuat penyesuaian ketentuan mengenai ruang 
lingkup wajib LHKPN dan jangka waktu penyampaian, 

laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga 

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, 

perlu dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 



2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4265); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6402); 

 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahn 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahn Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 
2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Nomor 137); 

21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83); 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 

BUMBU. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

BAB III  

WAJIB LHKPN 

 

Pasal 4 

 

(1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan 

LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara di Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:  

a. Penyelenggara Negara yang dikategorikan sebagai 

Pejabat negara yang lain, meliputi: 

1. bupati; dan  

2. wakil bupati.  

b. Penyelenggara Negara yang dikategorikan sebagai 
Pejabat lain yang memiliki fungsi stategis 

merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya 

di dalam melakukan penyelenggaraan negara 
rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, yang meliputi:  

1. pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau 

pejabat pembuat komitmen; 

2. pejabat administrator dan/atau pejabat 

pembuat komitmen ;  

3. pejabat fungsional auditor; 

4. pejabat fungsional Pengawas Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); 

5. pejabat fungsional pengadaan barang;  

6. bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran dan/atau pejabat publik yang 

mengelola anggaran atau keuangan di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 



7. direksi, komisaris, dan pejabat struktural 

lainnya pada badan usaha milik daerah serta 

anak perusahaan badan usaha milik daerah;  

8. ajudan Bupati dan Wakil Bupati; dan  

9. kepala desa. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga 

seluruh Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IV 

PENYAMPAIAN LHKPN 

 

Pasal 5 

 

(1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan 
LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 

pada saat: 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada 

saat pertama kali menjabat;  

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara;  

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 

Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau 

pensiun; atau  

d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung 

sejak:  

a. saat pengangkatan pertama;  

b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau  

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa 
jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara 

Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) 
tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 

Desember tahun laporan. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 

tanggal 31 Maret tahun berikutnya.  

(5) Penyelenggara Negara dianggap terlambat 

menyampaikan LHKPN apabila melebihi waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(6) Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan 
LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) 

kali dengan masing-masing tenggang waktu surat 

selama 7 (tujuh) hari kalender.  

(7) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) tidak dilaksanakan maka dianggap tidak 

menyampaikan LHKPN.  



 

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 

 
Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak, Penyelenggara 

Negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan 

berdasarkan:  

a. nilai jual objek pajak;  

b. zona nilai tanah; atau  

c. nilai estimasi pasar. 

 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14  

 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, 
angka 4 dan angka 5 yang tidak menyampaikan 

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa: 

a. pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural 

atau fungsional bagi Penyelenggara Negara yang 

tidak menyampaikan LHKPN;  

b. pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai 
sebesar 2% (dua persen) sesuai ketentuan 

Peraturan Bupati yang mengatur terkait 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara.  

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) angka 6 yang tidak menyampaikan 

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) 

dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan 
Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua 

persen) sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang 

mengatur terkait Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara.  

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diberikan sampai Penyelenggara Negara 

menyampaikan LHKPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15  

 

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) angka 9 yang tidak menyampaikan LHKPN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dikenakan 

sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran 
tunjangan kepala desa sampai dengan penyampaian 

LHKPN. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

 Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 22 September 2025 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 

 
-ttd- 

 

ANDI RUDI LATIF 
  

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 22 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 

 
-ttd- 

 

YULIAN HERAWATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 50 

 


